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This study aims to analyze the role of civic education in enhancing political participation
and active engagement among young citicenz.

The research employs a qualitative approach, utilizing literature review and document
analysis methods. Data collection techniques involve reviewing academic articles, policy
reports, and existing civic education program documents. Research instruments include
document analysis sheets to evaluate curriculum content, teaching materials, and
instructional methods. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns
and relationships relevant to youth political awareness.

The findings indicate that civic education has a positive impact on increasing political
awareness among youth. Interactive and contextual programs, such as simulations,
discussions, and participation in local and national political activities, have proven more
effective in improving political literacy. However, the study also highlights challenges,
including limited resources and curricula that are less aligned with current socio-political
realities. Recommendations include curriculum improvements, educator training, and
increased access to educational resources. These efforts require collaboration between
educational institutions, the government, and the community to ensure that civic education
can adequately prepare the younger generation to face future challenges and contribute
positively to Indonesia’s Golden Era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam
meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan aktif pemuda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka dan
analisis dokumen. Teknik pengumpulan data melibatkan kajian literatur dari artikel ilmiah,
laporan kebijakan, dan dokumen program pendidikan kewarganegaraan yang ada. Instrumen
penelitian mencakup lembar analisis dokumen untuk mengevaluasi isi kurikulum, materi
ajar, serta metode pengajaran. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk
mengidentifikasi pola-pola dan hubungan yang relevan dengan kesadaran politik pemuda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak positif
dalam meningkatkan kesadaran politik pemuda. Program yang interaktif dan kontekstual,
seperti simulasi, diskusi, serta partisipasi dalam kegiatan politik lokal dan nasional, terbukti
lebih efektif dalam meningkatkan literasi politik. Namun, penelitian juga mengidentifikasi
kendala, termasuk kurangnya sumber daya dan kurikulum yang kurang relevan dengan
realitas sosial-politik. Rekomendasi meliputi perbaikan kurikulum, pelatihan pendidik, dan
peningkatan akses sumber daya pendidikan. Upaya ini memerlukan kerjasama antara
institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pendidikan
kewarganegaraan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan
dan berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas.
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PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara demokrasi,
menegaskan bahwa partisipasi politik

warganegara berasal dari pemahaman bahwa
kedaulatan negara bersumber dari rakyat.
Konstitusi, khususnya Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945
yang telah diamandemen, menegaskan bahwa
"Kedaulatan Negara berada di tangan Rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar."
Oleh karena itu, setiap kebijakan politik harus
merangkul kehendak rakyat untuk mencerminkan
kepentingan masyarakat. Pengakuan terhadap
kedaulatan rakyat diwujudkan dengan melibatkan
warga negara Indonesia dalam menentukan arah
kebijakan politik. Namun, meskipun Indonesia
menetapkan fondasi demokratis ini, partisipasi
politik generasi muda masih rendah, terutama
dalam merumuskan kebijakan dan kontribusi pada
kegiatan politik.

Poerwadarminta ~ menyatakan  bahwa
"Generasi" adalah periode waktu ketika orang
menjalani kehidupan, sementara "Muda" adalah
tahap sebelum setengah dari usia hidup.
Meanwhile, the young generation is an identity
with great potential for a nation (Irawan,
Wijayanti, & Hermawan 2021). Fenomena
rendahnya partisipasi politik generasi muda bisa
dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti
frekuensi rendah dalam pertemuan rapat politik.
Partisipasi politik, menurut Alodat et al. (2023),
mencakup berbagai bentuk keterlibatan seperti
memberikan suara dalam pemilu, menjadi
anggota partai politik, menghadiri pertemuan
politik, dan menghubungi pejabat publik untuk
menyampaikan aspirasi.

Meskipun konstitusi mengamanatkan
kedaulatan  rakyat, penelitian ini  akan
mengeksplorasi ketidaksesuaian antara prinsip
demokrasi dan rendahnya partisipasi politik
generasi muda di Indonesia. Partisipasi politik
dalam negara demokrasi penting sebagai indikator
kualitas demokrasi, melibatkan individu atau
kelompok dalam pemilihan dan pengaruh
kebijakan. Pendidikan politik bagi generasi muda
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya
integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum
sekolah untuk memastikan bahwa generasi muda
dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif
dalam politik (Hussain et al., 2024; Kerr &
Hoskins, 2023; Ribeiro et al., 2023). Model
efektif adalah yang dijalankan "oleh anak muda,
untuk anak muda" dengan pendekatan "learning
by doing". Meskipun demikian, pendidikan politik
belum sepenuhnya menyentuh generasi muda,
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yang masih sering diperlakukan sebagai objek
politik. Hal ini menyebabkan apatisme politik dan
keterlibatan anak muda yang lebih dipengaruhi
oleh faktor politik kekerabatan daripada
kesadaran politik yang sebenarnya (Haryanto,
2020)

Partisipasi aktif dan kesadaran generasi
muda dalam keterlibatan politik nasional
memegang peranan penting, karena menjadi salah
satu faktor utama dalam menjaga
keberlangsungan sistem politik suatu negara.
Untuk mendukung hal tersebut, pendidikan
politik bagi generasi milenial perlu disesuaikan
dengan karakteristik mereka dalam memahami
dan merespons isu-isu politik (LaCombe &
Juelich, 2019). Selanjutnya, tujuan dari
pendidikan politik bagi generasi muda dijabarkan
dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang
Pendidikan Politik bagi Generasi Muda. Dalam
regulasi tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari
pendidikan politik adalah memberikan panduan

kepada generasi muda Indonesia untuk
meningkatkan  kesadaran mereka terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara, serta

menciptakan generasi muda Indonesia yang
memiliki kesadaran akan kehidupan berbangsa
dan bernegara, berdasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal
ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk

membentuk manusia Indonesia secara
menyeluruh.
Keterlibatan pemuda merujuk pada

partisipasi mereka dalam berbagai aspek politik,
baik secara langsung dalam proses pemerintahan
maupun dalam pemilihan umum. Pada konteks
pemilu, keterlibatan ini mencakup peran sebagai
pemilih yang berkualitas, yaitu individu yang siap
dan sadar dalam menjalankan hak pilihnya (Rizal,
2022). Namun kenyataannya, masyarakat
Indonesia masih tepapar isu hoax dalam
pemilihan umum yang mempengaruhi kualitas
mereka sebagai pemilih dalam pemilihan umum
(Febriansyah & Patra, 2023). Hal ini dipertegas
oleh Hasil survei dari Katadata Insight Center
(KIC) yang bekerjasama dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika serta SiBerkreasi
menunjukkan bahwa sekitar 30% hingga hampir
60% penduduk Indonesia terpapar hoaks saat
beraktivitas online, sementara hanya 21% hingga
36% yang mampu mengenali kebenaran
informasi. Hoaks yang ditemukan banyak
berkaitan dengan isu politik, kesehatan, dan
agama. Direktur Riset Katadata Insight Center,
Mulya Amri, menyatakan bahwa, selain
kemampuan mengenali hoaks yang masih rendah,
tingkat literasi digital di Indonesia juga belum
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mencapai level "baik." Survei ini mengukur
literasi digital melalui 7 pilar dan 4 sub-indeks,
menunjukkan bahwa indeks literasi digital
nasional baru mencapai 3,47, sedikit di atas level
menengah. Temuan ini memberikan indikasi
bahwa peningkatan literasi digital di seluruh
wilayah Indonesia menjadi sangat penting untuk
menghadapi tantangan hoaks dan meningkatkan
pemahaman informasi di dunia maya (Amaly &
Armiah 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki
peran strategis dalam membentuk generasi muda
yang melek politik, sehingga mampu aktif
berpartisipasi dalam proses demokrasi dan
berkontribusi secara positif dalam mewujudkan
visi Indonesia Emas 2045, Pelaksanaan
pembelajaran PKn dipengaruhi oleh pendekatan,
strategi, dan metode pembelajaran yang telah
dipilih dan disusun, bersama dengan filosofi dan
komitmen guru, serta persepsi dan sikap mereka
terhadap siswa atau mahasiswa, sebagai pelaku
warganegara ~ muda  untuk  menjalankan
pembelajaran politik yang telah direncanakan.

Strategi pembelajaran adalah bagian
integral dari proses perencanaan. Strategi
pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk
menyampaikan ~ materi  pelajaran  dalam
lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat,
lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang
dapat memberi pengalaman belajar kepada
peserta didik (Widhiasti et al., 2022). Strategi ini
terdiri atas teknik, prosedur, dan metode yang
membawa siswa pada pencapaian tujuan.
Pentingnya pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan dalam membentuk Generasi
Muda Smart And Good Citizenship menjadi
krusial untuk mengembangkan sikap
kewarganegaraan yang diinginkan oleh negara.
Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut
adalah melalui proses pembelajaran, terutama
dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn).

Tujuan dari upaya ini adalah untuk
menyiapkan  generasi muda  menghadapi
tantangan demokrasi. Jones (2015) menyatakan
bahwa keberhasilan dalam pembelajaran sangat
bergantung pada efektivitas perencanaan dan
kemampuan  untuk  mengimplementasikan
rencana tersebut ke dalam tindakan partisipatif
nyata. Perencanaan dianggap sebagai kunci utama
dalam pembelajaran yang dapat memastikan
siswa belajar secara efektif, menarik, bervariasi,
dan progresif. Dengan merancang perencanaan
yang baik, guru dapat mengidentifikasi cara siswa
belajar dan membuat kemajuan. Setelahnya, guru
dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran
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dengan merujuk pada persiapan yang telah
mereka rancang sebelumnya.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi
bentuk pendidikan politik yang mengintegrasikan
segala dasar dan teori politik, menyelaraskan
pemahaman konsep-konsep politik dalam konteks
pembelajaran kewarganegaraan (Ramdani et al.,
2019). Namun meskipun penelitian seperti yang
dilakukan oleh (Nurgiansah 2021; Rahman 2018;
Ramdani et al. 2019) menyebutkan Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki peranan penting
dalam membentuk partisipasi politik pemuda di
Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut justru
bertentangan dengan hasil penelitian (Susila et al.
2020); (Utami & Cramer 2020) dan (Parinduri
2019) yang menyebutkan pendidikan di Indonesia
tidak mempengaruhi proses keterlibatan pemuda
dalam politik di Indonesia. yang menunjukkan
bahwa  pendidikan di  Indonesia  tidak
memengaruhi keterlibatan pemuda dalam ranah
politik. Kesenjangan antara temuan-temuan ini
menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang
efektivitas implementasi Pendidikan
Kewarganegaraan dan  faktor-faktor yang
memengaruhi keterlibatan pemuda dalam politik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan
dalam membentuk kesadaran politik dan
meningkatkan partisipasi aktif pemuda. Penelitian
ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala
yang dihadapi dalam implementasi program
pendidikan kewarganegaraan serta memberikan
rekomendasi untuk mengoptimalkan perannya
dalam mempersiapkan generasi muda yang siap
menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas
2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi
pustaka. Studi pustaka merupakan studi analisis
teoritis dan referensi lain yang terkait dengan
nilai, budaya, dan norma yang muncul dalam
konteks sosial yang sedang diinvestigasi
(Sugiyono 2015). Dalam penelitian ini, peneliti
memilih untuk melakukan studi kepustakaan atau
literatur dengan mengumpulkan referensi buku
yang relevan terkait dengan pengelolaan dan
penyimpanan surat.

Studi Pustaka digunakan untuk mengkaji
semangat dan kontribusi warganegara muda
dalam meningkatkan partisipasi politik melalui
implementasi  pendidikan  kewarganegaraan.
Fokus utama penelitian terletak pada identifikasi
dampak positif pembelajaran kewarganegaraan
terhadap pemahaman, sikap, dan aktivitas
keterlibatan pemuda dalam ranah politik. Melalui
tinjauan literatur, penelitian ini akan mendalam
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pada kerangka teoretis serta temuan-temuan
terkini yang Dberkaitan dengan pendidikan
kewarganegaraan dan peran pemuda dalam proses
politik. Kesenjangan antara temuan-temuan ini
akan menjadi fokus untuk menggali pertanyaan
mendalam tentang efektivitas implementasi
Pendidikan Kewarganegaraan dan faktor-faktor
yang memengaruhi keterlibatan pemuda dalam
politik. Selain itu, penelitian ini akan memberikan
implikasi kebijakan dan rekomendasi guna
meningkatkan efektivitas pendidikan
kewarganegaraan sebagai pendorong partisipasi

aktif pemuda dalam mewujudkan tatanan
demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generasi Muda Aktif Dalam Partisipasi
Politik

Sebuah negara akan memiliki generasi
muda yang cerdas dan memiliki kewarganegaraan
yang baik jika mereka dibekali dengan
pengetahuan dan pembelajaran yang sesuai. Salah
satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah
melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. PKn merupakan mata
pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga
negara yang mampu berpikir, bertindak, bersikap,
berkembang, dan berinteraksi secara cerdas,
kritis, analitis, serta berpartisipasi aktif dan

bertanggung jawab terhadap diri sendiri,
lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara
(Supriyanto  2022). Generasi muda juga

diharapkan memiliki kehidupan dunia yang
didasari oleh nilai-nilai agama, budaya, hukum,
ilmu pengetahuan, serta watak yang bersemangat,
berdedikasi, dan mewujudkan sifat demokratis
dalam negara hukum Indonesia yang religius, adil,
beradab, dan bersatu, dengan masyarakat yang
berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.

Generasi muda memainkan peran krusial
dalam mengembangkan masyarakat demokratis
melalui keterlibatan aktif dalam partisipasi
politik. Mereka membawa gagasan segar, energi,
dan pandangan baru yang penting untuk inovasi
dan perubahan. Partisipasi politik generasi muda
dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti
memilih dalam pemilu, terlibat dalam kampanye
politik, atau bahkan menjadi anggota partai politik
(Barsukova et al., 2021; Sloam, 2018). Melalui
tindakan-tindakan ini, generasi muda dapat
memengaruhi kebijakan publik dan
memperjuangkan isu-isu yang mereka pedulikan.
Selain itu, keterlibatan dalam partisipasi politik
juga dapat membantu generasi muda memahami
pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan
tanggung jawab sosial, yang semuanya
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merupakan pondasi masyarakat demokratis yang
kuat. Selajalan dengan hal tersebut, (Fahrezi et al.,
2023) menyebutkan pendidikan yang bermutu
akan membekali mereka dengan pemahaman
yang lebih baik terhadap tantangan dan peluang
yang dihadapi oleh negaranya, serta memberikan
pondasi yang kuat untuk berkontribusi secara
efektif dalam pembangunan negara. Secara

keseluruhan, generasi muda memiliki tanggung
jawab utama dalam menjaga kedaulatan dan
kepentingan bangsa. Melalui keterlibatan aktif
dalam proses demokrasi, pengembangan diri yang
terus-menerus, dan pemahaman yang mendalam
mengenai tantangan global, mereka memiliki
peran vital dalam mendorong kemajuan.

Gambar 1. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
Sumber: Dokumentasi SMP Negeri Belitang Madang

Raya, 2024
Gambar 1 menunjukan impelementasi
pendidikan  kewarganegaraan pada  projek

penguatan profil pelajar Pancasila (P5) dengan
tema Demokrasi dalam mendukung partisipasi

politik  generasi muda  adalah  dengan
meperkenalkan pemilihan umum langsung secara
praktik  seperti melalui pemilihan  OSIS

(Organisasi Siswa Intra Sekolah) di sekolah. Hal
ini merupakan bagian penting dari proses
demokratis dan dapat memberikan kontribusi
pada pendidikan siswa dalam usaha memperkuat
partisipasi politik generasin muda. Hal ini selaras
dengan Zagidullin et al. (2021) partisipasi dalam
pemilihan sekolah memainkan peran positif
dalam mempersiapkan siswa menjadi pemilih
dewasa yang berkualitas

Implementasi proyek untuk memperkuat
profil siswa dalam Pancasila (P5) dengan tema
demokrasi adalah inisiatif yang signifikan dalam
konteks pendidikan Indonesia. Sebuah studi
difokuskan pada pelaksanaan proyek PS5 dengan
tema demokrasi, yang bertujuan untuk
menggambarkan penerapan proyek sebagai
bagian dari perencanaan pelaksanaan kurikulum
mandiri. Studi ini menemukan bahwa proyek
memberikan kesempatan bagi siswa untuk
berlatih budaya demokratis dalam lingkungan
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kontekstual (Okayanti et al. 2023; Rachmawati et
al. 2022; Ulfah et al. 2023). Kemudian, penelitian
lain telah dilakukan untuk mengevaluasi tingkat
pemahaman demokrasi siswa melalui proses
pemilihan ketua OSIS. Salah satu studi
difokuskan pada pelaksanaan pemilihan ketua
OSIS di sebuah sekolah tertentu dan hubungannya
dengan pemahaman siswa tentang demokrasi
(Insan & Nurdin 2020).

Studi lain membahas pengembangan
literasi demokrasi dalam pemilihan pemimpin
melalui proses pembelajaran, menekankan peran
sekolah  dalam  mempromosikan  praktik
demokratis yang baik (Istiara et al. 2021). Selain
itu, penelitian telah dilakukan untuk menguji
hubungan antara Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pendidikan
demokrasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan
sekolah, termasuk pemilihan ketua OSIS
(Soetrisnaadisendjaja et al. 2019). Selanjutnya,
sebuah studi menganalisis implementasi sistem e-
voting untuk pemilihan ketua OSIS, menyoroti
penggunaan teknologi untuk meningkatkan
proses demokratis di sekolah (Ikhwani 2018).
Studi-studi ini secara bersama-sama menekankan
pentingnya pendidikan demokrasi dan partisipasi
siswa dalam pemilihan ketua OSIS sebagai sarana
untuk mempromosikan nilai dan praktik
demokratis di sekolah yang akhirnya mendukung
keterlibatan politik generasi muda kedepannya.

Pembelajaran PKn adalah memberikan
bekal pengetahuan, membina sikap perilaku, dan
melatih keterampilan agar mereka menjadi warga
negara demokratis, taat hukum, dan taat asas
dalam kehidupan masyarakat madani. Pendidikan
karakter bagi generasi muda, terutama pemuda
saat ini, menjadi sangat krusial karena mereka
adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu,
pendidikan  karakter perlu  terus-menerus
dilakukan oleh semua pihak untuk memenuhi
harapan dan memastikan masa depan yang baik
bagi bangsa Indonesia. Generasi muda di
Indonesia yang aktif sebagai warga negara dalam
partisi politik mengalami perkembangan seiring
dengan demokratisasi yang berlangsung sejak
akhir 1990-an (Mujani et al. 2019).

Tujuan  pengembangan Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) oleh negara adalah agar
semua warga negara dapat menjadi individu yang
berkualitas (o be good citizens). Individu yang
memiliki kecerdasan kewarganegaraan,
mencakup kecerdasan intelektual, emosional,
sosial, dan spiritual; memiliki rasa bangga dan
tanggung jawab  kewarganegaraan  (Civic
Responsibility); serta mampu berpartisipasi aktif
dalam kehidupan sosial dan politik untuk
menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah

146

air (Maftuh & Sapriya 2005). Adapun, penilaian
dalam mata pelajaran PKn, yang mencakup
penilaian sikap sosial dan spiritual, penilaian
pengetahuan, serta penilaian kinerja atau
keterampilan, dapat merangsang pembentukan
kepribadian dan sikap warganegara muda sesuai
dengan harapan dan tujuan PKn, yaitu menjadi
warga negara yang baik, memiliki kepribadian
dan moral yang baik, bersikap demokratis, dan
bertanggung jawab, terutama bagi generasi muda.

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan
peran penting dalam membentuk generasi muda
yang aktif sebagai warga negara dalam partisipasi
politik. Studi tentang perilaku pemilih di
Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman
tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga
negara, serta partisipasi politik dapat ditingkatkan
melalui pendidikan kewarganegaraan (Mujani et
al. 2019). Dengan demikian, pendidikan
kewarganegaraan yang memperkuat pemahaman
akan isu-isu politik dan demokrasi dapat
membantu generasi muda mempersiapkan diri
untuk terlibat secara aktif dalam partisipasi
politik.

Pendidikan Politik dan Partisipadi Politik
Warga Negara Muda

Pendidikan politik merupakan suatu upaya
yang dilakukan seseorang maupun lebih yang
dilakukan  dengan sadar dalam  proses
penyampaian budaya politik bangsa dengan
memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan
politik dapat membentuk insan-insan yang melek
politik, artinya insan yang mampu menerima
informasi mengenai proses penyelenggaraan
negara, pembuatan keputusan, serta memahami
keterampilan politik dalam menumbuhkan nilai
moral yang fundamental dalam berdemokrasi.
Penyelenggaraan pendidikan politik harus dapat
meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa
dan bernegara, kemampuan bangsa,
pengembangan pribadi itu. Pendidikan politik
harus mampu membangkitkan kesadaran rakyat
untuk mengenal permasalahan politik yang belum
terpecahkan (Chen & Madni, 2024). Bentuk
pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai
politik pada umumnya berupa kegiatan kampanye
dan kaderisasi (Bashori 2018; Nurdin 2019; &
Pasaribu, 2017).

Pendidikan  politik memiliki  peran
strategis dalam membentuk warga negara yang
sadar akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan demokratis. Menurut Wasburn &
Covert (2017) sosialiasi politik dapat dilakukan
mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat
ibadah, tempat kerja, dalam kelompok sosial dan
media. Pendidikan politik masyarakat adalah
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merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan
pancasila, selama ini mengalami gelombang
pasang surut yang luar biasa. Pendidikan politik
juga merupakan bagian proses pembaharuan
kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang
dilakukan dewasa ini dalam rangka menciptakan
suatu sistem politik yang benar-benar demokratis,
dinamis dan efisien. Pendidikan politik dalam
pengertian luas, yaitu sosialisasi politik,
berlangsung secara alami sebagai bagian dari
aktivitas sehari-hari masyarakat. Sosialisasi
politik dipahami sebagai proses pembelajaran
sepanjang hayat melalui berbagai agen seperti
keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media
massa (Koskimaa & Rapeli, 2015). Jadi,
pendidikan politik dapat diartikan usaha yang
sadar untuk mengubah proses sosialisasi
masyarakat sehingga mereka memahami dan
menghayati  betul nilai-nilai politik yang
terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal
yang hendak dibangun.

Hasil penghayatan itu akan menghasilkan
melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru
yang mendukung sistem politik yang ideal.
Perluasan dan perannya saat ini sebagai acuan
utama penilaian fenomena dan proses dapat
dilihat di media, berbagai cabang ekonomi,
politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan,
seni, teknologi baru, dan lain-lain (Choat dkk.
2023; Koczanowicz & Wlodarczyk 2023;
Stefanelli dkk. 2023; Zhixiang 1989) Pendidikan,
kelas sosial subjektif, kepercayaan institusional,
dan ketidakberdayaan berdampak pada kepatuhan
individu terhadap sistem kepercayaan yang
berbeda (Davies & Hogarth 2004). Berdasarkan
hal tersebut, pendidikan politik merupakan usaha
untuk mengarahkan proses pendidikan politik
masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal.
Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem
politik yang diinginkan adalah Demokrasi
Pancasila (Pasaribu, 2017; Rahman, 2018).
Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.2 Tahun
2008, tujuan pendidikan politik antara lain tersaji
pada gambar berikut.

Kesadaran
Hak dan
Kewajiban

Kemandirian
dan
Kedewasaan

Tujuan
Pendidikan

Politik

Gambar 2. Tujuan Pendidikan Politik
Sumber: Pasal 31 Undang-Undang Tahun 2008
Gambar 2 merupakan tujuan Pendidikan
politik meningkatkan kesadaran hak dan
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kewajiban  masyarakat dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2)
Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. 3) Meningkatkan
kemandirian, kedewasaan, dan membangun
karakter bangsa dalam rangka memelihara
persatuan dan  kesatuan  bangsa.  Hasil
penghayatan tersebut akan menghasilkan atau
melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru
yang mendukung sistem politik yang ideal.
Perluasan dan perannya saat ini sebagai acuan
utama penilaian fenomena dan proses dapat
dilihat di media, berbagai cabang ekonomi,
politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan,
seni, teknologi baru, dan lain-lain (Choat dkk.
2023; Koczanowicz & Wiodarczyk 2023;
Stefanelli dkk. 2023; Zhixiang 1989) Pendidikan,
kelas sosial subjektif, kepercayaan institusional,
dan ketidakberdayaan berdampak pada kepatuhan
individu terhadap sistem kepercayaan yang
berbeda (Davies & Hogarth 2004).

Pendidikan politik berperan sebagai
langkah pencegahan yang efektif dalam
membangkitkan kesadaran, keterlibatan, dan
partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi
milenial. Generasi milenial seharusnya menjadi
individu yang cerdas, memungkinkan mereka
menjadi subjek yang kritis dan bukan hanya objek
dalam panggung politik nasional. Harapannya,
generasi milenial dapat memberikan kontribusi
dalam proses pengambilan keputusan politik.

Pendidikan politik yang berkualitas akan
menciptakan masyarakat yang mampu bekerja
sama untuk membentuk tatanan kehidupan yang
demokratis, di mana setiap warga negara
memahami hak dan tanggung jawab mereka
dengan baik. Salah satu fungsi input dalam sistem
politik adalah sosialisasi politik, yang berlaku di
berbagai negara dengan sistem pemerintahan
yang berbeda-beda. Proses sosialisasi politik
dipimpin oleh agen atau aktor politik tertentu.
Menurut  Koskimaa &  Rapeli (2015
mengidentifikasi empat agen utama dalam proses
sosialisasi, yaitu keluarga, kelompok teman
sebaya, media massa, dan lembaga sekolah. Pada
tahap usia remaja, teman sebaya memiliki peran
yang signifikan dalam membentuk sikap dan
perilaku individu.

Pentingnya pendidikan politik telah
menjadi fokus utama pemerintah, sebagaimana
tercermin dalam keberlakuan undang-undang
yang mendorong pelaksanaan upaya pendidikan
politik bagi masyarakat. UU Nomor 02 Tahun
2008 tentang Partai Politik, terutama pasal 31,
menegaskan  fungsi partai politik dalam
memberikan pendidikan politik, dengan tujuan
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meningkatkan: (1) kesadaran masyarakat tentang
hak dan kewajibannya; (2) partisipasi politik dan
inisiatif =~ masyarakat; 3) kemandirian,
kedewasaan, dan membangun rasa solidaritas
masyarakat dalam memelihara persatuan dan
kesatuan. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun
2012 pasal 10 ayat 1-2 dan Inpres Nomor 12
Tahun 1982 juga menyoroti urgensi pendidikan
politik bagi generasi muda. Maksud dari
pendidikan politik adalah memberikan arahan
untuk  mengembangkan  kesadaran dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara kepada
generasi muda  Indonesia.  Keberhasilan
pendidikan politik dapat dicapai secara optimal
dengan dukungan partisipatif dari lembaga
keluarga, masyarakat, dan media massa (Wanma
2021).

Pendidikan politik merujuk pada upaya
sistematis untuk memberikan pengetahuan,
keterampilan, dan pemahaman terkait proses
politik, pemerintahan, dan partisipasi dalam
sistem politik suatu negara. Ini bertujuan untuk
membekali ~ warganegara ~ muda  dengan
pemahaman yang kokoh tentang bagaimana
politik berfungsi, hak dan tanggung jawab
kewarganegaraan, serta nilai-nilai demokrasi
(Wardhani, 2018). Selanjunya partisipasi politik
suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran
serta masyarakat baik langsung maupun tidak
langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi
kebijakan  pemerintah  yang  menyangkut
kepentingan masyarakat. Partisipasi politik
merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam
proses politik suatu negara. Ini mencakup
berbagai kegiatan, mulai dari memberikan suara
dalam pemilihan umum, mengikuti kampanye
politik, hingga terlibat dalam organisasi atau aksi
politik. Pendidikan politik berkontribusi pada
peningkatan  partisipasi politik dengan
memberikan pemahaman dan keterampilan yang
diperlukan bagi warganegara muda untuk terlibat
secara  efektif dalam kehidupan politik.
Pemahaman politik mencakup kemampuan untuk
memahami isu-isu politik, analisis kebijakan, dan
dinamika politik dalam skala lokal, nasional, dan
internasional. Pendidikan politik memberikan
landasan untuk pemahaman politik yang baik,
membantu  warganegara muda  mengenali
berbagai isu penting, serta memahami implikasi
kebijakan terhadap masyarakat. Oleh karena itu,
pendidikan politik, partisipasi politik, dan
pemahaman politik adalah elemen-elemen
penting bagi warganegara muda. Membekali
mereka dengan pengetahuan dan keterampilan
politik akan membantu menciptakan generasi
yang terinformasi, aktif, dan berkontribusi dalam
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membangun masyarakat yang demokratis dan
berkeadilan (Liano, 2017 & Ngozwana 2017).

Membentuk Warga Negara Demokratis
Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2025

Fokus utama pembangunan negara terletak
pada upaya mengembangkan generasi muda
menjadi warga negara yang baik, dan hal ini
merupakan prioritas yang tidak terbantahkan.
Tidak ada tugas yang lebih krusial daripada
membentuk warga negara yang bertanggung
jawab, efektif, dan terdidik. Pernyataan ini sangat
relevan dengan kondisi nyata dan kebutuhan
bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu,
generasi muda perlu mendapatkan pembinaan
yang berkelanjutan dalam hal sikap dan
kepribadian, guna membentuk karakter yang
demokratis, bertanggung jawab, dan toleran.
Pembentukan karakter ini juga harus diiringi
dengan  penguatan sikap serta perilaku
kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konteks subtansi materi keilmuan
pendidikan  kewarganegaraan  tentu  pada
umumnya mengarah padakajian ideologi

pancasila, bela negara,sosial dan politik, nilaidan
moral,kemultikulturalan, hukum dandemokrasi,
konstitusi dan  ketatanegaraan, hubungan
internasional, hak azasi manusia dan kebebasan
pers, kebudayaan dan kearifan lokal, pertahanan
dan keamanan nasional sertasubstansi materi
lainnya yang relevandengan tujuan serta kajian
pendidikan kewarganegaraan (Nanggala 2020).
Pandangan lain mengatakan bahwa pendidikan
kewarganegaraan bertujuan untuk mengingatkan
warga negara akan pentingnya nilai, hak dan
kewajiban, agar segala sesuatu yang dilakukan
sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara serta
menyimpang dari harapan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki
peran penting dalam mempengaruhi atau
memberikan pemahaman terhadap politik melalui
sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara
khusus bagai pemilih pemula dan masyarakat
secara umum. Materi-materi yang berkaitan
dengan politik secara eksplisit terdapat pada
materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah
Atas (SMA) kelas XI (sebelas), yaitu pada BAB
pembahasan Budaya Politik. Bab ini menjelaskan
tentang pengertian budaya, politik, budaya
politik, tipe-tipe budaya politik dan lain
sebagainya. Sehingga harapannya, peserta didik
selesai menempuh materi ini, peserta didik
diharapkan mampu untuk mendeskripsikan
pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe
budaya politik yang berkembang dalam
masyarakat, mendeskripsikan pentingnya
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sosialisasi pengembangan budaya politik, serta
mampu menampilkan peran serta budaya politik
partisipan. Begitu juga pendidikan politik yang
dapat kita berikan kepada masyarakat sekitar pada
umumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalam
kegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT,
ikut kegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihanya.

Proses pembelajaran dapat melibatkan
berbagai jenis pembelajaran seperti pembelajaran
kognitif, motorik, dan afektif, yang semuanya
berkontribusi terhadap perubahan perilaku.
Pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku
yang dapat diamati dan diukur yang merupakan
hasil dari pengalaman dan interaksi dengan
lingkungan (Kidd, 2014; Tomporowski et al.,
2017). Dalam konteks ini, perubahan perilaku
juga mencakup pembelajaran tentang Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) yang membahas ke-
Indonesiaan, membentuk identitas ke-
Indonesiaan, membangun kesadaran kebangsaan,
dan mengasah rasa cinta terhadap tanah air
Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau
profesional, sebagai anggota  masyarakat
Indonesia yang terdidik, perlu memahami esensi
Indonesia, memiliki karakter ke-Indonesiaan,
merasakan kebangsaan, dan mencintai Indonesia.
Individu semacam ini dianggap sebagai warga
negara yang baik dan terdidik (smart and good
citizen) dalam dinamika kehidupan bersama,
kebangsaan, dan negara yang berprinsip pada
demokrasi.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam
membentuk sistem nilai individu, terkait dengan
ekspresi gerak dan martabat sebagai manusia
sesuai dengan norma kehidupan masyarakat di
sekitarnya. Pendidikan Kewarganegaraan selalu
mengarahkan upaya peningkatan kesadaran dan
martabat individu, baik dalam aspek personal
maupun sebagai bagian dari komunitas suatu
negara. Pendidikan merupakan usaha yang
disengaja dan terorganisir untuk menciptakan
lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik dapat secara aktif mengembangkan
potensi diri, termasuk kekuatan spiritual, kendali
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan
keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka
sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI
No. 20 Tahun 2003). Dalam konteks ini,
pendidikan yang berorientasi pada pembentukan
karakter, salah satunya adalah Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn). PKn telah menjadi
bagian integral dari sistem pendidikan nasional
untuk  mengembangkan kehidupan bangsa
Indonesia. PKn bertujuan mempersiapkan peserta
didik menjadi warga negara yang berakhlak
mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung
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jawab. PKn bertujuan menciptakan generasi
berkarakter dan penuh rasa nasionalisme.

Pendidikan Kewarganegaraan, yang juga
dikenal sebagai "citizenship education" atau
"civic education," memiliki perbedaan antara
keduanya. "Citizenship education" adalah bentuk
pendidikan untuk membentuk karakter warga
negara, yang dapat dilakukan melalui berbagai
cara dan lembaga seperti keluarga, sekolah,
komunitas, media, dan lain-lain. Sementara itu,
"civic education" adalah pendidikan pembentukan
karakter = warga negara yang terutama
dilaksanakan melalui sekolah. Menurut Tim
ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan
adalah suatu proses yang dijalankan oleh lembaga
pendidikan, di mana seseorang belajar tentang
orientasi, sikap, dan perilaku politik. Hal ini
bertujuan agar individu tersebut memiliki
pengetahuan politik (political knowledge) dalam
memahami pengaruh politik, partisipasi politik
(political participation), dan kemampuan untuk
mengambil keputusan secara rasional.

Pendidikan =~ Kewarganegaraan  dapat
dianggap setara dengan Pendidikan Demokrasi
karena  bertujuan  untuk  mempersiapkan
masyarakat agar mampu berpikir kritis dan
bertindak demokratis (Zamroni dalam Budiutomo
et al., 2021). Hal ini dilakukan melalui upaya
menanamkan kesadaran demokrasi sebagai
bentuk kehidupan masyarakat yang memberikan
jaminan terhadap hak-hak warganya. Sedangkan
menurut Soemantri menyajikan karakteristik
terkait PKn, yaitu: 1) PKn menjadi bagian dari
seluruh program pendidikan di sekolah; 2) PKn
mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang
dapat memupuk perilaku dan kehidupan yang
lebih baik dalam masyarakat yang demokratis;
dan 3) dalam lingkup PKn, termasuk aspek-aspek
yang terkait dengan pengalaman, kepentingan
masyarakat, pribadi, serta persyaratan objektif
untuk kehidupan bernegara. Pentingnya nilai-nilai
dalam pendidikan Kewarganegaraan adalah
sebagai upaya penanaman nilai-nilai karakter
kepada anggota sekolah, mencakup aspek
pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan pola
tindakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut.
Penanaman nilai karakter sebaiknya dilakukan
sejak dini karena hal ini membentuk kebiasaan
dalam menerapkan nilai-nilai karakter tanpa
disadari, yang akan secara perlahan membentuk
karakter baik peserta didik sebagai generasi
penerus bangsa. Hal ini menjadi relevan
mengingat generasi muda rentan terhadap
pengaruh globalisasi yang dapat membawa
mereka menjauh dari identitas bangsa Indonesia
dan hidup dalam apatis (Rahmatiani 2017).
Sedangkan, menurut Ramadhan et al. (2024)
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tujuan  dari Pendidikan Kewarganegaraan
mencakup hal-hal berikut: (1) Membentuk
keterampilan partisipatif yang berkualitas dan
memiliki tanggung jawab dalam kehidupan
politik dan sosial, baik di tingkat lokal, nasional,
regional, maupun global. (2) Menjadi anggota
masyarakat yang baik dan mampu menjaga
persatuan serta integrasi bangsa, dengan tujuan
menciptakan Indonesia yang tangguh, sejahtera,
dan demokratis. (3) Menghasilkan warganegara
muda yang memiliki pemikiran komprehensif,
analitis, kritis, dan bersikap demokratis. (4)
Mengembangkan budaya demokrasi, termasuk
nilai-nilai kebebasan, persamaan, kemerdekaan,
toleransi, kemampuan pengambilan keputusan,
dan partisipasi dalam kegiatan politik dan
masyarakat. (5) Membentuk warganegara muda
menjadi warga negara yang baik dan bertanggung
jawab  melalui  penanaman moral dan
keterampilan sosial. Dengan demikian, mereka
dapat memahami dan mengatasi berbagai isu
kewarganegaraan  aktual seperti toleransi,
menghargai perbedaan pendapat, bersikap empati,
menghargai pluralitas, memiliki kesadaran hukum
dan keteraturan sosial, menghormati hak asasi
manusia, mengembangkan demokrasi di berbagai
bidang kehidupan, dan menghargai kearifan lokal
(local wisdom).

Kepribadian warga negara tercermin
melalui  kebijakan kewarganegaraan, yang
melibatkan pengembangan aspek-aspek
kewarganegaraan, yaitu: pemahaman atau
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),
sikap kewarganegaraan (civic disposition),
keterampilan kewarganegaraan (civic
commitment), dan kepercayaan diri
kewarganegaraan (civic confidence). Secara
umum, pengembangan kebijakan
kewarganegaraan menjadi suatu kebutuhan
penting bagi setiap individu agar dapat
berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung
jawab dalam kehidupan kewarganegaraan (Sari,
Ismaya & Ahsin 2022).

Konteks ini, Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang
sangat vital dalam mempersiapkan warga negara
agar memiliki komitmen yang kuat dan konsisten
dalam  mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). PKn memberikan
kontribusi terhadap tanggung jawab pendidikan
yang berfokus pada pembentukan identitas dari
berbagai bidang, seperti agama, sosio-kultural,
suku bangsa, dan bahasa, untuk menciptakan
warga negara yang cerdas, terampil, dan
berakhlak yang didasarkan pada Pancasila dan
UUD 1945.
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Mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan ~ (PKn) dalam  proses
pembelajarannya  sebaiknya dianggap dan
diperlakukan sebagai implementasi praktik

demokrasi. Pendekatan yang disarankan untuk
pembelajaran ini adalah menggunakan metode
yang lebih mengutamakan proses berpikir kritis
dan kemampuan pemecahan masalah. Selain itu,
dalam konteks yang sama, lingkungan sekolah
dan masyarakat umumnya harus diatur
sedemikian rupa sehingga menjadi suatu tempat
untuk praktik "spiral global classroom" (Cogan
dalam Hariyanto, 2021).

Dalam wupaya membentuk partisipasi
generasi muda, perlu diakui bahwa pendidikan
karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab
lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau
perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan
kesadaran dan kontribusi dari berbagai pihak,
termasuk orang tua, anggota keluarga, dan
masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kerjasama
antara lembaga pendidikan, orang tua, dan
lingkungan masyarakat menjadi sangat penting
dalam rangka mencapai tujuan pembentukan
karakter yang baik pada generasi muda.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki
peran strategis dalam membentuk karakter warga
negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi
aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Budimansyah (dalam Sulistyarini,
2015) menjelaskan bahwa pendidikan
kewarganegaraan dapat diartikan  sebagai
kontribusi pendidikan terhadap pengembangan
karakteristik yang menandai status sebagai warga
negara. Terdapat tiga peran PKn menurut
Budimansyah. Pertama, berdasarkan pendekatan
psikopedagogi, PKn berperan sebagai program
kurikuler di lembaga pendidikan formal dan
nonformal, yang bertujuan sebagai instrumen
untuk meningkatkan dan memberdayakan anak
dan pemuda sesuai dengan potensinya agar
menjadi warga negara yang baik dan cerdas.
Kedua, berdasarkan pendekatan sosio-kultural,
PKn berperan sebagai gerakan sosio-kultural
kewarganegaraan yang mengaktualisasikan diri
warga negara, baik secara individu maupun
kelompok, sesuai dengan hak, kewajiban, dan
konteks sosial budayanya, melalui partisipasi
aktif yang cerdas dan bertanggung jawab. Ketiga,
berdasarkan pendekatan intervensi sosio-politik,
PKn berperan sebagai program pendidikan politik
kebangsaan untuk para penyelenggara negara,
anggota, dan pimpinan organisasi sosial dan
politik, yang dikemas dalam berbagai bentuk
pembinaan  pengetahuan  kewarganegaraan,
keterampilan kewarganegaraan, dan disposisi
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kewarganegaraan (Suprapto & Handoyo 2021;
Chabiba, [smaya & Wiranti 2022).

Selanjutnya, generasi emas adalah
generasi yang memiliki nilai-nilai budi pekerti
yang luhur serta dipandang sebagaigenerasi yang
berwatak religius dan sarat dengan nilai-nilai
kebaikan. Jadi generasi emas yang diharapkan
adalah pribadi yang mengamalkan nilai-nilai
karakter yang terkandung dalam Pancasila dan
agama yang dianutnya dan mampu menjadikan
nilai-nilai tersebut menjadi sikap yang utuh dalam
kesehariannya.

Generasi Indonesia emas 2045 merupakan
generasi 100 tahun setelah Indonesia merdeka.
Melihat dari bonus demografi, generasi ini harus
diisi oleh generasi muda yang memiliki wawasan
luas, jiwa kreatif dan berbudi luhur. Oleh
karenanya, pendidikan merupakan sarana penting
untuk mempersiapkan generasi emas ini, terutama
dalam hal karakternya. Karakter yang dibangun
haruslah bersifat holistik dan komprehensif dan
berakar pada nilai Pancasila sebagai jati diri
bangsa. Penanaman karakter ini penting karena
pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi
juga nilai-nilai khususnya nilai nilai demokrasi
(Mukri 2018; Prasarti & Prakoso 2020) Arah dari
generasi emas 2045 ini adalah membawa negara
Indonesia menjadi negera yang lebih maju (Sabiq,
2022).

Pendidikan = Kewarganegaraan  (PKn)
memegang peran krusial dalam membentuk
warga negara yang demokratis dan berkomitmen
terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045. PKn
tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan
mengenai sistem pemerintahan dan hukum
negara, tetapi juga sebagai media pembentukan
karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan. Melalui
PKn, generasi muda Indonesia diajarkan tentang
hak dan kewajiban sebagai warga negara yang
berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara.
Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai demokrasi,
seperti rasa tanggung jawab, keadilan, toleransi,
dan kerjasama, yang menjadi dasar Dbagi
terbentuknya masyarakat yang inklusif dan
harmonis. Dalam konteks Indonesia Emas 2045,
PKn menjadi instrumen kunci dalam menciptakan
warga negara yang memiliki pemahaman
mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui  pembelajaran PKn, siswa
diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai
demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik
dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun
negara. Penekanan pada penguatan karakter dan
sikap kritis juga menjadi bagian integral dari PKn,
mengajarkan generasi muda untuk berpikir
rasional, kritis, dan berkontribusi positif dalam
menyonsong visi Indonesia Emas 2045.
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Dengan demikian, PKn membentuk warga
negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual,
tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan moral
yang tinggi. Pentingnya PKn dalam membentuk
warga negara demokratis terletak pada
kontribusinya terhadap pembentukan
kepribadian, kepedulian sosial, dan kapasitas
partisipatif warga negara. Melalui pendidikan ini,
diharapkan bahwa masyarakat akan tumbuh
menjadi individu yang memiliki rasa kebangsaan
dan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa.
Dengan memiliki warga negara yang demokratis,
Indonesia dapat lebih efektif mengatasi berbagai
tantangan dan meraih keberlanjutan dalam segala
aspek pembangunan menuju Indonesia Emas
2045. Oleh karena itu, peran PKn dalam
pembentukan karakter dan kewarganegaraan yang
kokoh  menjadi landasan utama dalam
menyongsong masa depan Indonesia yang lebih
gemilang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dari berbagai
literatur dapat disimpulkan bahwa pendidikan
kewarganegaraan memainkan peran vital dalam
membentuk generasi muda yang memiliki
pemahaman dan kesadaran politik yang tinggi,
khususnya dalam persiapan menyongsong
Indonesia Emas. Temuan ini juga menunjukkan
bahwa dengan fokus pada transfer pengetahuan,
pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan,
pendidikan ini berhasil memberikan dampak
positif dalam mempersiapkan generasi muda

untuk  berpartisipasi  secara  aktif dalam
pembangunan bangsa. Peran pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan dalam

pengembangan generasi muda yang cerdas dan
berkarakter baik sangat penting, karena
pembelajaran ini berkontribusi dalam membentuk
sikap kewarganegaraan yang diharapkan bagi
kemajuan bangsa. Temuan di lapangan juga
menunjukkan bahwa semangat warganegara
muda dapat memainkan peran kunci dalam
meningkatkan  partisipasi  politik  melalui
Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan
kewarganegaraan yang memotivasi dan relevan
dapat memicu semangat serta meningkatkan
keterlibatan aktif generasi muda dalam kehidupan
politik. Proses pembelajaran yang menginspirasi
tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga
membentuk sikap positif dan keterlibatan aktif
dalam proses politik. Pentingnya semangat
warganegara muda dalam konteks partisipasi
politik menyoroti peran esensial pendidikan
kewarganegaraan. Pendidikan ini tidak hanya
tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang
membentuk individu yang sadar akan hak dan
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tanggung jawab mereka dalam membangun
masyarakat yang demokratis dan inklusif. Dengan
demikian, investasi dalam semangat warganegara
muda melalui pendidikan kewarganegaraan dapat
dianggap sebagai langkah strategis untuk
menciptakan masyarakat yang berpartisipasi
secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam
membentuk arah masa depan negara, sekaligus
memberikan dampak jangka panjang bagi
penguatan demokrasi dan pembangunan bangsa.
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